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 Penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisis 
mengenai: (1) pelaksanaan fungsi BPD dalam mendorong pembangunan di Desa Rea 
Kecamatan Binuang; (2) penjabaran mekanisme kerja BPD dalam melaksanakan 
fungsi-fungsinya; serta (3) kendala-kendala pelaksanaan fungsi BPD tersebut di Desa 
Rea Kecamatan Binuang. 
 Jenis penelitian adalah gabungan penelitian hukum normatif dan empiris. 
Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
dan pendekatan sosiologis. Sumber data adalah responden yang terdiri dari unsur 
BPD 10 orang, unsur pemerintah (Kepala kecamatan dan Sekcam, Kepala Desa, serta 
masyarakat sebanyak 37 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
angket, wawancara serta dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara 
deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten 
Polewali Mandar yang terdiri atas fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi 
pengayoman, penampung dan penyalur aspirasi belum berjalan secara efektif 
sehingga masih perlu ditingkatkan. Mekanisme (hubungan) kerja BPD dalam 
melaksanakan fungsinya, baik terhadap pemerintah (kepala desa) maupun terhadap 
masyarakat juga belum berjalan secara efektif sesuai yang diharapkan sehingga 
penjabaran dari mekanisme tersebut masih perlu ditingkatkan, dimana komponen-
komponen yang ada belum mampu berbuat maksimal. Sedangkan faktor-faktor 
yang menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi BPD di Desa Rea Kecamatan 
Binuang adalah: (1) pendidikan; (2) ekonomi (pendapatan); (3) sarana dan 
prasarana/fasilitas; (4) partisipasi masyarakat; serta (5) kondisi keamanan dan 
stabilitas politik.   
Implikasi penilian antara lain: (1) Perlu peningkatan SDM bagi anggota BPD, 
baik melalui pendidikan formal maupun non formal serta ketersediaan sarana dan 
prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan peran dan fungsi BPD; 
(2) Pemerintah daerah harus membuat aturan yang jelas dan tegas menyangkut 
integritas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kewenangannya agar tidak 
terjadi kesewenangan maupun konflik dengan Kepala Desa serta adanya 
penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan BPD dan 
fungsinya dalam mendorong pembangunan desa; 
(3) Kepala desa harus meningkatkan kerjasama dengan BPD, agar proses 
pembangunan di desa berjalan lancar dan masyarakat diharapkan memberikan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintahan daerah atau di negara-negara Barat dikenal dengan Local 
Government dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki otonomi yang 
didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Pada hakikatnya 
pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk memanifestasikan keinginan                 
daerah untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara 
maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.1 
Selain itu otonomi daerah yang juga disebut desentralisasi pada dasarnya 
mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara Negara, 
Desentralisasi sebagaimana didefinisikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah: 
“Desentralisasi tertkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah 
pusat yang berada di Ibu Kota Negara baik melalui cara dekonsentrasi,misalnya 
pendelegasian, kepada pejabat di bawahnya maupun melalui pendelegasian 
kepada pemerintah atau perwkilan di daerah.”2 
Batasan ini hanya menjelaskan proses kewenagan yang diserahkan pusat 
kepada daerah, tetapi belum menjelasakan isi dan keluasan kewenangan serta 
konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan otonomi daerah. Terdapat 
beberapa alasan mengapa Indonesia membutuhkan desentralisasi. Pertama, 
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 Josef Mario Moterio, Pemahan Dasar Hukum Pemeritahan Daerah (Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2016), h. 1. 
2
 Afan Gaffar, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 




kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini terpusat di Jakarta (Jakarta- sentris) 
3
.sementara itu pembangunan di wilayah lain cenderung bahkan dijadikan 
objek”perahan” pemerintrah pusat. Kedua, pembagian kekayaan secara tidak adil dan 
merata. Daerah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, seperti 
Aceh, Riau, Irian, Jaya pura (Papua), Kalimantan, dan Sulawesi tenrnyata tidak 
menerima perolehan dana yang patut dari pemerintah pusat. Ketiga, kesenjangan 
sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat mencolok. Namun demeikian, 
pelaksanaan desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat baik secara 
teoritis ataupun empiris. 
Otonomi daerah sebagai komitmen dan kebijakan politik nasional merupakan 
langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan 
pembangunan daerah, di samping menciptakan keseimbangan pembangunan antara 
daerah di Indonesia. 
Dalam pemerintahan daerah ada bagian wilayah terkecil yang memiliki 
peranan penting dalam mendukung dan menunjang berkesanambungnya koordinasi 
pemerintahan yaitu desa. 
Desa sebagaimana yang selanjutnya disebut dalam Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18B ayat (2) 
disebutkan bahwa: 
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Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 
undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) ini maka kedudukan 
desa masuk sebagai keatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak 
tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi dan diatur dengan undang-undang. 4 
Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan terendah dibawah 
pemerintahan kabupaten dan kota. Meskipun demikian, desa sebagai satuan 
pemerintahan terendah diberikan hak otonomi sehinnga merupakan badan hukum, 
selain itu desa juga memiliki wilayah dengan batas batas tertentu sebagai kesatuan 
masyarakat hukum(adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat 
setempat bedasarkan asal usulnya. 
Selanjutnya mengenai pengertian desa dapat dikemukakan pendapat sarjana 
maupun menurut peraturan perundang-undangan. R.H. Unang Sunardjo merumuskan 
desa sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang 
menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batasan batasannya memiliki ikatan batin 
yang sangat kuat, baik karena keturuna maupun sama sama memiliki susunan 
pengurus, mempunyai wilayah dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan dunia luar 
dan tidak mungkin desa itu dibubarkan. 
Undang-undag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal angka 1 
mengasakan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah 
                                                          





kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang  berwewenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentinagan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. 
Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik 
dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara dan bangsa ini terbentuk. 
Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi 
isntitusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi 
yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. 
Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa 
mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.5 
Sejalan dengan kehadiran Negara modern, kemandirian dan kemampuan 
masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam 
pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 
melakukan sentralisasi, birokrasi dan penyeragaman pemerintahan desa, tanpa 
menghiraukan kemajemukan masyarakat adat pemerintahan asli, Undang-Undang ini 
melakukan penyeragaman secara nasioanal. Sprit ini kemudian tercermin dalam 
hampir semua kebijakan pemerintahan pusat yang terkait dengan desa. 
Desa merupakan lingkup organisasi atau susunan terkecil dalam pemerintahan 
dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam 
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 HAW.Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh,(Jakarta: PT 




menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat 
yang sejahtera. 6 
Dalam UU Pasal 1 angka 1 desa telah disebutkan bahwa: 
Desa merupakan desa dan desa adat yang biasa disebut dengan nama lain, 
selanjutnya desa disebut Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara kesatuan Indonesia.7 
Pemerintah desa sebagai peluncur dalam sistem pemerintahan daerah akan 
berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat maka dari hal tersebut 
sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung serta 
ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 
bagian dari pemerintahan Daerah. Kewenangan desa mencakup kewenangan yang 
sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan 
perundang uandanagan yang berlaku belum dilaksakan oleh daerah dan pemerintah 
serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintrah 
kabupaten.8 
BPD dalam hal ini berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan  
pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan terdapat dua 
lembaga pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan 
kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi 
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 Moch.Solekhan.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat .Cet 
Ke 3.(Malang,Setara press, 2014),h.13. 
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 UU No 6 Tahun 2014 dan PP Tahun 2015 Tentang Desa, Cet; 1 (Bandung, Citra 
Umbara,2015).h.2. 
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menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat serta mengontrol jalannya pemerintahan desa.9 
Keberadaan BPD semakin dikuatkan sebagai lembaga sebagai lembaga 
pemusyawaratan ditingkat desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa. 
Secara yuridis, tugas BPD mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD atau yang disebut dengan nama lain 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 
Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat 
kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, 
pemerintah Desa dan BPD memfasilitasi penyelenggaran Musyawarah Desa. 
Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan 
oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon aggota BPD. Dalam 
Permendagri No.110/2016 BPD mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati 
Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. Selain 
melaksanakan fungsi BPD juga mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Menggali aspirasi masyarakat; 
2. Menampung aspirasi masyarakat; 
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3. Mengelola aspirasi masyarakat; 
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat; 
5. Menyelenggaran musyawarah BPD; 
6. Menyelenggaran musyawarah Desa; 
7. Membentuk panitian pemilihan kepala Desa; 
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus utuk pemilihan kepala desa 
antarwaktu; 
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa; 
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa; 
11.  Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaran pemerintahan Desa; 
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan 
lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Tugas BPD tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 
Tahun 2016 tentang BPD.10 BPD merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di 
dalam Undang-Undang desa dituliskan bahwa BPD merupakan lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD dari sudut 
wewenangnya dapat dikategorikan sebagai lembaga legislatif di tingat Desa, 
sedangkan Pemerintah Desa dan perangkat Desa lainnya adalah lembaga eksekutif. 
Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi di 
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tingkat desa. BPD juga memiliki pengaruh penting dalam pemerintahan desa yaitu 
untuk menggali, menampung, mengupulkan, menghimpun dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat desa, maka dari itu BPD menjadi tumpuan utama dalam menyalurkan 
setiap bentuk aspirasi masyarakat yang diharapkan mampu menjadi gambaran awal 
aktualisasi program program pemerintah desa kedepan, khususnya yang bertujuan 
demi kesejahteraan, kedamaian dan kemajuan pembangunan fisik maupun non fisik 
desa. 
BPD sebagai lembaga aspirasi sekaligus pengawas dan pengontrol 
pemerintahan desa ber hak untuk membuat Peraturan Desa (PerDes) sebagai lembaga 
pengawas tingkat desa BPD juga berkewajiban \untuk mengontrol setiap 
implementasi peraturan dan anggaran pendapatan serta belanja desa (APBDes). 
BPD dan pemerintah desa seyogyanya berjalan selaras dalam artian bahwa 
pemerintah desa dan BPD adalah mitra kerja yang memiliki tugas dan fungsinya 
masing-masing. BPD memiliki tugas konsultatif dengan kepala desa untuk 
merumuskan dan menetapkan aktualisasi pemerintahan dan pembangunan desa, 
selain itu, BPD juga berkewajiban utuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas 
kepala desa. 
Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsinya menjadikan BPD sebagai sebuah 
institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan kepala desa 
yang kita ketahui. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan 
hak yang dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksud adalah melaksanakan 




mengusulkan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia 
Pemilihan Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 
61 Butir 1 & 2 menyebutkan hak BPD Yaitu: 
a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan penmerintahan 
Desa kepada Pemerintah Desa. 
b.  Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan 
Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.11     
Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh 
Undag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu untuk memberikan fungsi control yang 
kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, diketahuinya Badan Permusyawaratan Desa 
diharapkan mampu memperkenalkan adanya lembaga legislatif lingkup wilayah desa, 
dan memiliki kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa. 
Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa teloah diatur dalam 
Pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa. Bantuan 
dari pemerintah kabupaten pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta sumber 
penerimaan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) 
meliputi; hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi serta gotong 
royong dan pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud bantuan dari 
pemerintah kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta 
bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
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Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam 
Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang setiap tahunnya ditetapkan 
oleh kepala desa bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa12. 
Dengan adanya fungsi Legislasi, Pengontrol, Pengawas, dan sebagai 
perangkul aspirasi masyarakat desa. Hal ini akan melahirkan tanda tanya besar 
bagaimamana keefektivan tugas BPD dalam melaksanakan fungsinya di desa.  
Sebagaimana firman Allah dalam Asy-Syura/42: 38 
                   
        
Terjemahnya: 
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 
berikan kepada mereka”13 
Dengan referensi firman Allah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 
mengambil sebuah keputusan sebaiknya dengan cara musyawarah melalui 
keterwakilan masyarakat dalam hal ini tokoh-tokoh yang dituakan di dalam 
masyarakat termasuk BPD. 
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Begitu banyaknya regulasi dan penjabaran yang menjelaskan tentang tugas 
dan fungsi BPD namun tidak dibarengi degan implemantasi yang jelas arah dan 
tunjuannya menggelitik penulis untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sebenarnya 
keefektivan kinerja dan fungsi BPD sehubungan dengan progresifnya                       
pembangunan di desa, apakah memang sudah berjalan sebagaimana mestinya dan 
telah memberikan kemajuan dalam pembangunan desa ataukah hanya menjadi 
lembaga legislatif simbolis tanpa memberikan kemajuan yang signifikan sehingga 
melihirkan anggapan dan pengharapan yang salah bagi masyarakat juga karena 
ketidak tahuan hal ini menjadi penghambat kemajuan pembangunan di desa.  
Oleh karenanya penulis terpanggil untuk mengkaji permasalahan-
permasalahan yang lahir di masyarakat sebuah desa dengan mengangkat suatu judul 
penelitian yaitu; “Efektivitas pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
dalam mendorong Pembangunan di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten 
Polewali Mandar”.14 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Dalam penelitian ini yang menjadi titik focus permasalahan yaitu mengenai 
keefektivan implementasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong 
pembangunan di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permsalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan dalam 
mendorong pembangunan di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabaputen Polewali 
Mandar? 
2. Bagaimana Penjabaran Mekanisme Kerja BPD dalam Melaksanakan Fungsinya             
di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabaputen Polewali Mandar?. 
3. Faktor-faktor apa yang menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali 
Mandar? 
D.  Kajian Pustaka 
 Dalam penyusunan skiripsi dibutuhkan dukungan teori dari berbagai sumber 
atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan maka ditemukan beberapa literatur yang berkaitan 




 Skripsi yang disusun oleh Munawir Kadir dengan judul “analisis yuridis 
hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
pembangunan desa.” Skiripsi tersebut membahas tentang bagaimana hubungan 
pemerintah desa dalam menyelenggaran pemerintahan dengan badan 
permusyawaratan desa sebagai perwujudan demokrasi dimaksudkan bahwa melalui 
BPD aspirasi masyarakata dapat digali dan dirampung. Selain itu karya tulis ilmiah 
tersebut juga menegaskan bahwa permasalahan-permasalahan dalam 
penyelenggaraan pembangunan di desa merupakan sesuatu yang perlu berhatikan 
bersama antara kelapa desa maupun BPD dan juga melibatkan masyarakat di 
dalamnya sehingga dalam menentukan suatu program baik pembangunan fisik 
maupun nonfisik dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyakat  bukan hanya 
segelitir saja.15  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian. 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang 
ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan fungsi Badan 
Permusyawaratan dalam mendorong pembangunan di Desa Rea Kecamatan 
Binuang Kabaputen Polewali Mandar. 
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b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penjabaran mekanisme kerja BPD 
dalam melaksanakan fungsinya di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabaputen 
Polewali Mandar. 
c. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat 
efektivitas pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rea 
Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. 
2. Kegunaan penelitian.  
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berkotribusi bagi keefektivan 
pelaksanaan fungsi BPD dalam mendorong pembangunan desa di Desa Rea 
Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar serta hambatan-hambatan yang 
menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi BPD di desa tersebut. 
Hasil penelitian diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut: 
a. Kegunaan teoritis. 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi serta sumbangan 
pemikiran bagi perkembangan Hukum Tata Negara Khususnya terkait dengan 
peyelenggarakan pemerintahan desa dan lembaga yang terkait. Dan juga dapat 
menjadi sebagai media informasi serta sebagai bahan literatur atau bahan 
informasi Ilmiah sehingga dapat diguanakan untuk mengemabangkan teori yang 






b. Kegunaan praktis. 
Diharapkan dapat menjadi masukan serta dijadikan dasar informasi bagi 
masyarakat agar lebih paham permasalahan dan pemecah masalahnya yang 
berhubungan dengan hasil penelitian ini, terkait dengan keefektifan pelaksanaan 






A. Pengertian dan Otonomi Desa 
1. Pengertian desa. 
Secara etemologi kata Desa bersal dari bahasa Sansekerta, deca yang 
berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perpektif geografis, desa 
atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a contry area, 
smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki 
kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul 
dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah 
Kabupaten. Sedangkan desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang 
berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang 
bersifat istimewa.1  
Dan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system 
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pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 Sebagai tindak lanjut dari 
perencanaan Otonomi Daerah pada tanggal 1 januari 2001, dilaksanakan pula 
pencanangan Otonomi Desa untuk setiap wilayah kabupaten. Di wilayah provinsi 
Sumatera Selatan secara resmi Pencanangan Otonomi Desa dilaksanakan oleh 
Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 22 April 2003. 
2. Otonomi desa.  
Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan 
merupakan pemeberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban 
meghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.  Sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, 
publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda serta dapat 
dituntut dan menuntut di muka pengadilan. 
 Sebagai wujud demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa 
yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawas terhdap pelaksanaan 
peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala 
desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawatan Desa 
mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan 
perjanjian yang saling menguntungkan denagan pihak lain, menetapkan sumber-
sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan mekakukan 
pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak asal-usul desa bersangkutan, kepala 
desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi diantara warganya. 
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 Dengan demikian, desa yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 merupakan transisi dari desa seragam yang diciptakan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan sekaligus memberikan landasan yang 
kuat bagi terwujudnya “Development Commonity” di mana desa tidak lagi 
sebagai level administrasi atau bawahan daerah akan tetapi justru sebaliknya desa 
merupakan “Independent Commonity” yaitu desa dan masyarakatnya berhak 
berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. 
 Namun selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan 
tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya, dalam 
pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi 
desa, jangan dilakukan secara kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas 
dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan 
dengan Kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun dengan pemerintah pusat, 
bertindak semau sendiri dan membuat peraturan desa tanpa memerhatikan 
peraturan perundang uandangan yang lebih tinggi ditingkatannya. 
 Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut 
tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa 
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk 
mewujudkan kesajahteraan rakyat dilaksanakan dalam koridor peraturan 
perundang-undagan yang berlaku.3 
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B.  Struktur Pemerintahan Desa 
Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 jo. Pasal 25 
dinyatakan bahwa “pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa 
yang mana, pemerintahan yang sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau 
yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang 
disebut dengan nama lain”.4 Selanjutnya pada Pasal 94 dikatakan bahwa “di 
desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan 
Pemerintahan Desa”.  
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 48 menyatakan 
bahwa perangkat desa dapat terdiri dari:   
1) Sekretariat Desa;  
2) Pelaksana kewilayahan; dan 
3) Pelaksana Teknis”.5 
Solli Lubis mengemukakan bahwa: “Pemerintahan desa adalah satu 
aspek sosial politik yang tak terpisahkan dari aspek-aspek lainnya dalam skala 
pembangunan ditanah air kita. Pemerintahan dan pemerintah daerah, selain 
sebagai subjek yang aktif juga sebagai agen of depelopment di daerah, serta 
merupakan obyek atau proyek yang akan dibina untuk berfungsi sebagaimana 
mestinya dalam iklim yang serasi dengan tuntunan pembangunan nasional”.6 
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Dengan demikian, yang paling berperanan dalam pemerintahan desa 
untuk mewujudkan otonomi desa yang bersih dan berwibawa adalah Kepala 
Desa dan Badan Perwakilan Desa. Dalam sistem pemerintahan desa, Kepala 
Desa merupakan pelaksana teknis dari segala peraturan desa yang dibuat 
bersama Badan Perwakilan Desa. Jadi Kepala Desa adalah lembaga eksekutif, 
yang merupakan pimpinan pemerintah desa. 
Adapun tugas dan wewenang Kepala Desa dapat dilihat dalam Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 yaitu: (1) Menyelenggarakan 
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan 
tugasnya, kepala desa memiliki kewenangan untuk, a) memimpin 
penyelenggaraan pemerintahan desa; b) mengangkat dan memberhentikan 
perangkat desa; c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa; 
d) menetapkan peraturan desa; e) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 
desa; f) membina kehidupan masyarakat desa; g) membina ketentraman dan 
ketertiban masyarakat desa; h) membina dan meningkatkan perekonomian desa 
serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; i) mengembangkan sumber 
pendapatan desa; j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; k) mengembangkan 
kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l) memanfaatkan teknologi tepat 
guna; m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secaa partisipatif; n) mewakili 
desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk 
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mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan o) 
melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.7 Kemudian hirarki pertanggungjawaban kepala desa, 
terdapat dalam Pasal 101 huruf a, bertanggung jawab kepada rakyat melalui 
Badan Perwakilan Desa, dan huruf b, menyampaikan laporan mengenai 
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. 
C.  Latar Belakang Terbentuknya BPD 
 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan nama salah satu 
lembaga desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan desa terjadi 
perubahan yang signifikan , yaitu dari Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang 
merupakan pentolan Orde Baru menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
yang merupakan hasil kreasi reformasi. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 
2014 tentang Pemerintahan Desa, mengatur desa dari segi pemerintahannya dan 
tidak mengatur perihal adat istiadat, dan menyeragamkan nama, bentuk, 
susunan, pemerintahan desa, sehingga dianggap tidak representatif dan 
bertentangan dengan semangat dan jiwa Undang-undang Dasar (UUD) 1945 
yang mengakui integritas adat istiadat serta budaya yang ada dalam masyarakat, 
serta menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa.  
Dalam Undang-undang Pemerintahan Desa (UUPD) Nomor 6 tahun 2014 
dikatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 
penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya satuan masyarakat 
hukum yang memepunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah 
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(Jakarta:Sinar Grafika), h. 16. 
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camat dan berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dalam ikatan 
negara kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 poin a). Kemudian pada bagian 
lain, dengan merujuk pada UUPD Nomor 6 tahun 2014, maka kedudukan 
pemerintah desa diseragamkan di seluruh Indonesia. Hal ini karena berdasar 
pada sifat negara Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan. Dengan 
keseragaman yang berdasar pada adat istiadat yang berlaku, maka akan 
memperkuat pemerintahan desa, yang mampu menggerakkan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan, dan dapat menyelenggarakan administrasi desa 
yang lebih efektif dalam segala aspek kehidupan masyarakat. 
Konsep orde baru tentang desa menunjukkan bahwa desa merupakan 
organisasi terendah di bawah camat, yang dengan sendirinya desa merupakan 
representasi pemerintahan pusat. Asumsi ini bertendensi sangat kuat untuk 
mengalahkan atau merendahkan keperluan, kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat desa. Selain itu konsep Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 
menunjukkan kualitas dari rezim bersifat desentralistik, di mana yang dilakukan 
bukan hanya menempatkan desa sebagai ujung tombak melainkan juga beritikat 
untuk menyeragamkan desa atau komunitas-komunitas di dalam masyarakat 
dalam kondisi yang sama. 
Pada zaman orde baru keberadaan lembaga legislasi desa, dalam hal 
ini lembaga musyawarah desa (LMD) menjadi sekedar formalitas demokrasi, 
sebab dalam politik riil (nyata), keberadaan LMD sangat tergantung pada figur 
kepala desa, hal mana kepala desa di samping menjabat sebagai eksekutif desa, 
juga menjabat sebagai ketua LMD, sedangkan sekretaris desa menjabat sebagai 
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sekretaris LMD. Corak pemerintahan yang sentralistik dan monoton ini, semakin 
kuat dengan ditempatkannya kembali kepala desa sebagai ketua umum Lembaga 
Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), sehingga dengan corak organisasi 
pemerintahan seperti ini menjadikan proses pembangunan lebih melayani 
dinamika kepentingan atas, ketimbang menjadi sarana pembangunan dan 
pembaharuan bagi masyarakat setempat, yang berlatarbelakang masyarakat kelas 
akar rumput yang harus mendapatkan perhatian maksimal. 
Tim Lapera sebagaimana dikutip H.A.W. Widjaja8 mengemukakan 
bahwa ada tiga ciri negatif yang menjadi karakter khusus dari kebijakan 
pemerintahan desa pada jaman Orde Baru yaitu: (1) Karakter sentralisasi, 
karakter ini diwujudkan dalam rumusan jabatan kepala desa sebagai penguasa 
tunggal, yang juga merangkap jabatan dalam lembaga legislasi desa; (2) 
Karakter ketergantungan, skema atas bawah (top-down) adalah suatu skema 
kekuasaan yang sentralistik, dan pada dasarnya adalah skema yang tidak 
memberikan kesempatan pada “ujung tombak” (unit terbawah), untuk 
mengaktualisasi atau mengemukakan segi-segi yang dianggap penting, artinya 
pusat kekuasaan akan menempatkan diri, bukan saja sebagai pusat pengambilan 
keputusan melainkan juga memposisikan diri sebagai pusat dari gagasan-
gagasan, aspirasi, bahkan nilai-nilai. Hal ini  dapat dilihat dari isi UUPD No. 5 
tahun 1979 yang bersifat dari atas ke bawah, sehingga pengikut utama 
penjabaran kebijakan pemerintah desa adalah atasan (pejabat berwenang) bukan 
basis sosial dari kebijakan tersebut. Tentu saja pemerintah desa perlu memiliki 
                                                          
8
 H.A.W. Wijaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh, h. 73. 
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pertanggungjawaban administrasi dengan atasannya, bukan tanggungjawab yang 
bersifat politis maupun ideologis. Hal ini menunjukkan bahwa skema top-down 
telah menjadi batang tubuh dan jiwa dari pembangunan; (3) Karakter anti 
partisipasi. Dengan struktur hirarkhi pemerintahan tersebut, dan adanya 
kecendrungan untuk menjadi desa sebagai satuan organisasi kekuasaan yang 
berinduk ke atas, maka dapat dikatakan bahwa saluran yang ada, lebih 
merupakan saluran dari atas ke bawah dan bukan dari bawah ke atas, artinya 
bahwa penguasa tidak menampakkan adanya kebutuhan untuk mendengar suara 
rakyat, sehingga partisipasi yang dikembangkan tidak lebih dari suatu upaya 
untuk memobilisasi, dan bukan sebagai sarana untuk memberikan ruang bagi 
massa rakyat dalam rangka menunjukkan aspirasinya dan memperjuangkan 
kepentingan. 
 Dengan demikian, jika dianalisis secara rinci dan cermat eksistensi desa 
di zaman Orde Baru, maka terdapat berbagai kekurangan, sebab dalam 
pengorganisasian pemerintahan serta pelaksanaan berbagai kebijakan tidak 
memihak kepada rakyat seperti: (1) terjadinya tekanan politik kepada rakyat 
dengan dalih kepentingan nasional, dan pemerintahan sepenuhnya berada di 
bawah otoritas elit kekuasaan, dengan menafikan keberadaan lembaga legislasi 
desa; (2) melakukan pelimpahan dengan jalan membatasi ruang gerak 
masyarakat, terutama ruang gerak untuk mengorganisasi diri; dan (3) 
membangun dan mengembangkan integritas hukum dengan tidak bermaksud 
menciptakan keadilan, melainkan sebagai alat politik untuk menundukkan 
masyarakat melalui pendekatan legalitas, seperti pemerintah kerapkali 
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melakukan manipulasi posisi, sehingga di mata masyarakat pemerintah dipahami 
sebagai hukum atau sebagai kebenaran yang harus ditaati oleh masyarakat, 
sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah adalah benar, dan sebaliknya 
menentang kebijakan pemerintah berarti melawan hukum, sehingga diklaim 
telah melakukan tindakan kriminal yang wajib diproses secara hukum. Dengan 
demikian desa dijadikan sebagai alat kekuasaan, dengan menjadikan lembaga 
legislasi desa (LMD) sebagai instrumen kekuasaan. Proses pembangunan tidak 
ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan untuk kesejahteraan 
penguasa.9 
 Setelah digelindingkannya reformasi, maka diterbitkanlah Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian diuban menjadi Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan hasil 
kritikan terhadap seluruh kebijakan Orde Baru khususnya mengenai integritas 
desa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (o) bahwa desa atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang 
diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten, 
pada Poin (p) disebutkan bahwa kawasan pedesaan adalah kawasan yang 
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, 
dengan susuna fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan 
jasa pemerintah, pelayanan sosial,dan kegiatan ekonomi. 
                                                          
9Wasistiono, Sadu dan Irawan Tohir, Prospek Pengembangan Desa (Bandung: CV Fokus 
Media, 2007), h. 56. 
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D.  Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi 
di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat 
yang diartikualsikan dan agresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. 
BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada 
selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik 
lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah 
berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil kesepakatan. 
Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah 
untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan 
secara arif, sehingga tidak sampai berdampak buruk bagi masyarakat luas.10 
Menurut Undag-Undag Nomor 6 Tahun 2014, memberi pengertian BPD 
yaitu : Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokratis.11 
BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi, 
dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah 
desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah 
atasnya dan kebijakan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang: 
                                                          
10
 H.A.W. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, h. 52. 
11
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 4. 
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1. Membahas rancangan paraturan desa bersama kepala desa; 
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan perturan 
kepala desa; 
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 
4. Membentuk panitia pemelihan kepala desa; 
5. Menggali, menampung, menghipun, merumuskan, menyalurkan aspirasi 
masyarakat; dan  
6. Menyusun tata tertip BPD. 
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 
Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golonagan profesi, 
pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anngota 
BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) 
kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah 
ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan 
memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. 
Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 
dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD 
secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pimpinan 





BPD mempunyai hak: 
1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa; dan 
2. Menyatakan pendapat. 
Anggota BPD mempunyai hak: 
1. Mengajukan rancangan peraturan desa; 
2. Mengajukan pertanyaan; 
3. Menyampaikan usul dan pemndapat; 
4. Memilih dan dipilih; dan  
5. Memperoleh tanggung jawab. 
Aggota BPD mempunyai kewajiban: 
1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 19945 dan menaati segala peraturan perundang-
undangan; 
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa; 
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasioanal serta keutuhan  Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi 
masyarakat; 
5. Memperoses pemilihan kepala desa; 




7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; 
dan 
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 
kemasrakatan. 
Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan 
menjadi kepala desa. Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:  
1. Menjadi pelaksana proyek desa; 
2. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan 
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; 
3. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau 
jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang 
akan dilakukannya; 
4. Menyalah gunakan wewenang; dan 
5. Melanggar sumpah/janji jabatan.12 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bagian ketiga tentang 
Badan Permusyawaratan Desa Pasal 209 dikatakan bahwa: “Badan 
Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala 
Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Selanjutnya, dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa “Badan 
Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : 
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa; 
                                                          
12Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
(Jakarta:Penerbit Erlangga, 2011), h. 77-79 
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b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.“13 
Untuk kualifikasi anggotanya sendiri dikatakan dalam pada pasal 210 
Undang-Undang 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “1) Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan dan 
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat; 2) Pimpinan Badan 
Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan 
desa; serta 3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 
(enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya; 
4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan 
desa dalam Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kemudian 
dipertegas kembali dalam PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam pasal 29 
bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. Selain itu, dalam pasal 30 ayat (1) bahwa 
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat; 
(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) terdiri dari Ketua 
Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau 
pemuka masyarakat lainnya; (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan 
dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. 
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) 
                                                          
13
 HAW.Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, h 20. 
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orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas 
wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.14 
Sedangkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan desa pasal 56 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan bahwa “(1) Anggota 
badan permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis; (2) Masa 
keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung 
sejak tanggal pengucapan sumpah/janji; dan (3) Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk 
masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak 
secara berturut-turut. 
Adapun Tugas dan Fungsi, juga telah diatur dalam pasal 34 PP 72 Tahun 
2005 tentang Desa bahwa BPD berfungsi untuk menetapkan peraturan bersama 
kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Pasal 35, BPD 
mempunyai wewenang: a) membahas rancangan peraturan desa bersama kepala 
desa; b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 
peraturan kepala desa; c) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala 
desa; d) membentuk panitia pemilihan kepala desa; e) menggali, menampung, 
menghimpun, dan merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f) 
                                                          
14Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “PP No.72 




menyusun tata tertib BPD.15 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa 
dicantumkan dalam Pasal huruf (a) (b) (c), Pasal 62 huruf (a) (b) (c), dan Pasal 
63 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.  
Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak: a) Mengawasi dan 
meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada 
Pemerintah Desa; b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa; dan c) Mendapatkan biaya operasional 
pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Pasal 62 bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a) 
mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b) Mengajukan pertanyaan; c) 
Menyampaikan usul dan/atau pendapat; d) Memilih dan dipilih; dan e) 
Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.16 
Pasal 63 bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: a) 
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka 
Tunggal Ika; b) melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c) menyerap, menampung, dan 
menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; d) mendahulukan 
                                                          
15Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “PP No.72 
Tahun 2005”. http://kpdt.go.id/hukum/PP_72_2005.pdf, diakses pada tanggal (20 November 
2014), h.12. 
16Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
(Jakarta:Sinar Grafika), h. 16. 
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kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; e) 
menghormati nilai sosial budaya dan adat istiada masyarakat Desa; f) menjaga 
norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa. 
Tim Lapera dalam analisisnya mengatakan bahwa parlemen desa (Badan 
Permusyawaratan Desa) adalah badan yang berfungsi dalam skema demokrasi 
perwakilan. Posisi parlemen desa tidak lebih dari penyambung lidah rakyat, dan 
tidak memiliki Otonomi dihadapan rakyat. Parlemen desa juga bukan sebuah 
badan yang menerima kekuasaan mutlak dari rakyat desa, sebab yang diberikan 
hanya sebagian, sehingga ketika sewaktu-waktu dirasakan terjadi pengingkaran 
suara rakyat, maka rakyat bisa menggunakan hak dasarnya yaitu mengganti 
pengurus Badan Permusywaratan Desa. 
Selanjutnya mengenai jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 
ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, sebagaimana 
yang terdapat dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 yaitu:  
1) Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa = 5 orang anggota; 2) jumlah 
2) penduduk sampai dengan 2000 jiwa= 7 orang anggota; 3) jumlah penduduk 
3) sampai dengan 2500 jiwa= 9 orang anggota; 4) jumlah penduduk sampai 
4) dengan 3000 jiwa= 11 orang anggota; 5) jumlah penduduk lebih dari 3000 
jiwa= 13 orang anggota”.17 
 
  
                                                          
17Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “PP No.72 




E. Mekanisme Kerja Badan Permusyawaratan Desa 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan perwujudan demokrasi 
di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat 
yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat 
lainnya. Sebagai lembaga pemerintahan di desa merupakan mitra dari 
pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai unsur pemerintahan 
desa yang berbentuk lembaga legislasi, maka BPD sebagaimana keputusan 
Mendagri No 64 Tahun 1999, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari 
pemerintah desa. 
Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai pengayom, 
penyelenggara legislasi, pengawasan dan penampung aspirasi, maka BPD 
mempunyai hak dalam menjalankan pemerintahan desa. Sebagaimana yang 
terdapat dalam PP No.72 Tahun 2005, mengenai fungsi, dan wewenang, Pasal 
34 dan 35 yaitu, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala 
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  
Lalu disebutkan, BPD mempunyai wewenang: “a)  membahas rancangan 
peraturan desa bersama kepala desa; b) melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; c) mengusulkan 
pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; d) membentuk panitia pemilihan 
kepala desa; e) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 
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menyalurkan aspirasi masyarakat; f) menyusun tata tertib BPD.18 Kemudian, 
dalam pasal 36 disebutkan bahwa BPD mempunyai hak, yaitu: a) meminta 
keterangan kepada Pemerintah Desa; b) menyatakan pendapat. Adapun 
mekanisme kerja BPD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, 
sebagaimana yang diformulasi oleh Tim Lapera yang berbentuk hubungan antar 
lembaga adalah: 
1.  Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.      
a. Hubungan pertanggungjawaban, di mana pemerintah Desa (Kepala Desa), 
memberikan pertanggungjawaban atas kerja-kerja yang diberikan. 
b. Hubungan konsultasi dan kerjasama, dimana pemerintah Desa (kepala 
Desa) bisa melakukan konsultasi dan kerjasama. 
c. Hubungan kerja, dalam hal ini membuat ketetapan bersama di Desa, dan 
membuat peraturan Desa.   
2. Antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa. 
a. Hubungan kontrol, melakukan kontrol atas kerja-kerja pemerintah. 
b. Hubungan kerja, yakni Badan Perwakilan Desa (BPD) menyampaikan 
usulan-usulan yang merupakan rumusan dari aspirasi masyarakat. 
3. Antara pemerintahan (Pemerintah dan Badan Perwakilan Desa) dengan 
masyarakat. 
a. Hubungan aspirasi, di mana masyarakat menyampaikan aspirasi mereka. 
                                                          
18Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “PP No.72 




b. Hubungan kontrol, masyarakat melakukan kontrol atas kinerja badan-
badan yang ada. 
c. Hubungan pertanggungjawaban, di mana badan-badan yang ada 
memberikan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan, untuk 
pertanggungjawaban pemerintah ke masyarakat dilakukan melalui Badan 
Permusyawaratan Desa.19  
Selanjutnya Tim Lapera mengemukakan bahwa mekanisme kerja BPD 
dalam bentuk tugas yaitu: 1) membuat peraturan desa bersama pemerintah desa 
serta menetapkannya; 2) menerima pertanggungjawaban pemerintah desa 
terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan; 3) memilih, 
mengangkat serta menetapkan Kepala Desa melalui mekanisme pemilihan 
langsung. Kemudian dalam bentuk kewenangan antara lain: 1) meminta 
pertanggungjawaban pemerintah desa sebelum waktunya; 2) menolak 
pertanggungjawaban pemerintah desa; 3) memberhentikan Kepala Desa atas 
kehendak masyarakat desa, (4) menolak campur tangan Lembaga Supra Desa 
(eksternal).20 
Pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) sering tidak berjalan 
sesuai keinginan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti: 1) Tingkat 
pendidikan, yaitu adanya dinamika jenjang pendidikan para anggota, mulai 
SLTP sampai Perguruan Tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan 
persepsi, serta perbedaan sudut padang; 2) Pendapatan (ekonomi), yaitu 
                                                          
19Lapera Team Work, Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa 
(Jogjakarta: Lapera Pustaka, 2000), h.19. 
20Lapera Team Work, Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa, h.20. 
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pendapatan perbulan anggota BPD dari lembaga dan luar lembaga; 3) Sarana, 
yaitu  sarana baik yang bersifat administratif maupun sarana penunjang; 4) 
Kehidupan keagamaan, yaitu tingkat pemahaman dan keyakinan anggota BPD 
terhadap agamanya, sangat mempengaruhi kinerja dan loyalitas anggota; 5) 
Keadaan lingkungan seperti keamanan, dll; 6) Partisifasi masyarakat, yaitu 
seluruh kegiatan masyarakat yang membantu proses pembangunan desa, baik 
fisik, mental maupun spritual. 
F. Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang BPD 
Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
merupakan pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Salah-satu inti pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas prakarsa, kreativitas, dan peran 
aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. 
Harus disadari bahawa prinsip dasar yang melandasi otonomi daerah adalah 
demokrasi, kesetaraan, keadilan disertai kesadaran akan pluralisme bangsa 
Indonesia. 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 
yang juga mengatur mengenai desa menegaskan bahwa desa sebagai kesatuan 
masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam 
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wilayah kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-
undang ini memberikan dasar menuju self governing community yaitu suatu 
komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Olehnya itu dengan pemahaman 
bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat, maka 
posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan 
perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan 
otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan 
otonomi daerah.  
Selanjutnya dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa landasan 
pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah; (1) Keanekaragaman, memiliki 
makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi 
sosialbudaya masyarakat setempat, seperti nagari, negri, kampung, pekon, 
lembang, pemusungan, huta, bori, dan marga. Hal ini berati pula bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang 
berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap 
mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
(2) Partisipasi,memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintaha desa harus 
mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki 
dan turut bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai 
sesama warga desa, (3) Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan 
pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada 
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pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif 
administrasi pemerintahan moderen, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat 
yang diartikulasi dalam  Badan Perwakilan Desa (BPD) dan lembaga masyarakat 
lainnya, yang merupakan mitra pemerintah desa, dan (5) Pemberdayaan 
masyarakat, memiliki makna bahawa penyelenggaraaan pemerintahan desa 
diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui 
penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah 
dan prioritas kebutuhan masyarakat.21 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur hal-hal mendasar 
mengenai pembentukan penghapusan dan atau penggabungan desa, susunan 
organisasi pemerintahan desa, Badan Perwakilan Desa, lembaga lain, keuangan 
desa, dan kerjasama antar desa. Dalam rangka mewujudkan demokrasi ditingkat 
desa, maka diadakan Badan Perwakilan yang berfunsi menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal 
penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja 
desa dan kebijakan yang diterapkan oleh kepala desa. Keanggotaaan Badan 
Perwakilan Desa (BPD) direkrut melalui pemilihan oleh penduduk desa 
setempat dari calon-calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon anggota 
BPD. Kepala desa dalam kedudukan sebagai kepala pemerintahan 
bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan 
menyampaikan pelaksanaaan tugas kepada Bupati. 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, h 27. 
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Dengan dipertegasnya Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan sosial budaya masyarakat setempat, berarti terbuka peluang untuk 
tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai 
kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, berarti terbuka 
peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan 
sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Lembaga-lembaga 
kemasyarakatan dimaksud merupakan mitra dari pemerintah desa dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat. 
Sumber pendapatan asli desa merupakan sumber keuangan desa yang 
digali dari dalam wilayah desayang bersangkutan yang terdiri dari hasil usaha 
desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi,hasil gotong royong, 
dan lain-lain ppendapatan asli desa yang dipungut berdasarkan peraturan desa, 
sesuai peraturan perundang-undangan yanga berlaku. 
Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan  
prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan 
potensi yang tersedia, selain desa mampu mengembangkan pendapatan desa 
pada gilirannya mengahasilkan masyarakat desa yang berkemampuan 
untukmandiri. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 telah membuka peluang kepada pemerintah desa untuk menggali sumber-
sumber pendapatan yang cukup potensial dengan berdasarkan ketentuan yang 
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ada, antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, melakukan 
kerjasama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman.22   
G.  Konsepsi Pembangunan Desa 
Pembangunan adalah perubahan menuju ke sesuatu yang lebih baik 
dilakukan secara terencana dan menyeluruh diupayakan oleh seluruh Negara dan 
bangsa demi mencapai kesejahteraan , kedamaian, dan kemakmuran. 
Selama ini masyarakat awam kebanyakan beranggapan bahwa 
pembangunan hanya berupa pembangunan fisik seperti infastruktur akan tetapi 
pembangunan yang sebenarnya bersifat menyeluruh baik berupa pembangunan 
sumberdaya alam, sumber daya manusia dan segala hal yang menunjang dalam 
kemajuan peradaban masyarakat. 
Sedangkan pembangunan desa sebagai mana yang dimaksud dalam 
ketentuan tuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
mendefinisikan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas 
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat 
Desa. Sedangkat tujuan pembangunan desa dinyatakan dalam pasal 78 ayat (1) 
yaitu meningkatkan kesejahteraan Desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan melalau pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 
sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 
pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan 
pasal 78, tahapan-tahapan pembangunan desa terdiri dari: (i) perencanaan 
                                                          
22HAW.Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: dalam Rangka Sosialisasi 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, h 28. 
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pembangunan desa; (ii) pelaksanaan pembangunan desa (iii) pengawasan dan 
pemantauan pembangunan desa. 
H.  Teori Efektivitas Hukum 
Menurut Hans Kelsen, berbicara tentang efektivitas hukum, maka akan 
dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-
norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang 
diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan 
menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-
benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus 
berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.23 
Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau 
kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas 
dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu 
karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.24 Ketika berbicara 
sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur 
sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum 
ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan 
dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.25 
Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan 
oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum,termasuk para penegak 
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 H.S. Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan 
Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.372. 
24Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 
2013, Hal 67. 
25
 H.S. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan 
Disertasi, h. 375. 
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hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, ”taraf kepatuhan yang tinggi adalah 
indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum 
merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk 
mempertahankan dan melindungimasyrakat dalam pergaulan hidup”.26  
Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang teori efektivitas 
seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav 
Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau 
hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:                  
(1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan 
masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, 
spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam 
masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang 
berwenang.27 Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias 
mengatakan bahwa : 
An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high 
degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda 
effective kegal sytem will be characterized by minimal disparyti between the 
formal legal system and the operative legal system is secured by:  
(1) The intelligibility of it legal system;  
(2)  High level public knowlege of the conten of the legal rules;  
(3) Efficient and effective mobilization of legal rules:(a)  commited 
administration and; (b) Citizen involvement and participation in the 
mobilization process; and  
(4)  Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the 
public and effective in their resolution of disputes and. 
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 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 
1985, Hal.7 
27
 H.S. Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan 
Disertasi, h. 308. 
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(5)  A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal 
rules and institutions.28 
 
Pendapat tersebut dijelaskan oleh Clerence J Dias dalam Marcus Priyo 
Guntarto bahwa terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu system hukum 
yang meliputi: (1) mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap;             
(2) luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan 
yang bersangkutan; (3) efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan 
hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan 
dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyrakat yang 
terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hokum;                               
(4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah 
dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup 
effektif menyelesaikan sengketa; dan (5) adanya anggapan dan pengakuan yang 
cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-
atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu 
efektif.29 
Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, 
mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila : 
1.  Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;  
2.  Kejelasan dari rumusan subtansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh 
orang yang menjadi target hukum;  
                                                          
28Clerence J. Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of 
Legal Service Program in Developing Countries (Wash. U.L. Q 147, 1975), h. 150. 
29Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi (Bandung: Remaja Karya, 
1985), h. 45. 
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3.  Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum. 
4.  Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. 
Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah dilaksanakan daripada hukum 
mandatur. 
5.  Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan 
sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan 
tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain.  
Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk 
dilaksanakan.30 Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum 
masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada 
umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya 
sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.31 Efektivitas Hukum yang 
dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai 
berikut: 
Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat 
mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan 
kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang 
dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi 
pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau 
menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup 
menyelsaikan.32 
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 Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi 
Perda dan Retribusi (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 
2011), h. 70-71, dikutip H.S Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada 
Tesis dan Disertasi, h.308. 
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 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatau Pengantar (Bandung: Rajawali Pers, 1996), h. 20. 
32
 H.S. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan 
Disertasi, h. 304. 
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Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana 
seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah 
kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia 
sebenaranya bukan tentang hukum itu sendiri.33 Selain itu wiiliam Chamblish dan 
Robert B seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat 
dipengaruhi oleh all other societal personal force (semua ketakutan dari individu 
masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.34 Studi efektivitas hukum 
merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan 
masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan 
ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in 
action ) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan 
ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action.35 
Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa 
dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hokum apabila 
didukung oeh tiga pilar, yaitu: (1) lembaga atau penegak hukum yang berwibawa 
dapat diandalkan; (2) peraturan hukum yang jelas sistematis; dan (3) kesadaran 
hukum masyarakat tinggi.36 
                                                          
33
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian. 
Terdapat banyak jenis penelitian, baik berdasarkan pada tujuannya, dasar 
kegunaannya, lokasi atau tempat dimana penelitian dilakukan, maupun dasar metode 
utamanya yang dipakai.  
Menurut Yulius Slamet, jenis penelitian berdasarkan pada tujuannya terbagi 
atas penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris.1 Jenis 
penelitian berdasarkan atas dasar kegunaannya dibagi menjadi penelitian murni (pure 
research atau basic research) dan penelitian terapan (applied research). Menurut 
Suriasumantri2 bahwa jenis penelitian menurut metodenya terbagi atas penelitian 
penelitian historis (histoical research), penelitian survey, penelitian ex post facto, 
penelitian eksperimen (experimental research), penelitian evaluasi (evaluation 
research), penelitian pengembangan (research development), penelitian 
tindakan (action research), penelitian naturalistik, dan penelitian kebijakan (policy 
research). Adapun jenis penelitian dilihat dari lokasi atau tempat dimana penelitian 
dilakukan, terbagi atas penelitian lapangan (field research), penelitian kepustakaan 
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(library research), dan laboratorium. Sedangkan jenis-jenis penelitian yang 
dibedakan atas dasar metode utamanya yang dipakai terbagi atas penelitian survey, 
penelitian kasus (case research), penelitian eksperimen (experimental research), 
penelitian grounded (grounded research).3 Sedangkan menurut Sukmadinata4 jenis 
data dan analisisnya, penelitian dibedakan menjadi penelitian kualitatif, penelitian 
kuantitatif, penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif. Dan masih banyak lagi jenis 
penelitian lainnya seperti menurut tingkat ekplanasi (penjelasannya), menurut tingkat 
menurut sifat permasalahannya, dan lain-lain. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum, sehingga dalam penyusunan skripsi ini 
digunakan jenis penelitian hukum. Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis 
penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian 
yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian 
normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk 
mengetahui ketentuan perundang-undang mengenai struktur desa dan fungsinya 
masing-masing. Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk mengetahui 
efektivitas pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
mendorong pembangunan di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali 
Mandar. 
 
                                                          
3
 Yulius Slamet, Metode Penelitian Sosial, h. 71. 
4
 Sukmadinata dalam Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2011), h. 34. 
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2. Lokasi penelitian. 
Penelitian dilakukan di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali 
Mandar untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) dalam mendorong pembangunan di Desa Rea Kecamatan Binuang 
Kabupaten Polewali Mandar. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan 
bahwapeneliti adalah putra daerah Desa Rea dan telah banyak melihat ketimpangan-
ketimpangan, khususnya dalam pembangunan sehingga peneliti termotivasi untuk 
melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dari salah satu perangkat atau 
lembaga desa yang juga sangat berperan dalam mendorong pembangunan di desa 
tersebut. 
B.   Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological 
approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan 
untuk mengkaji dan menganalisis asas dan sinkronisasi semua perundang-undangan 
(baik horizontal maupun vertikal) serta peraturan lainnya yang bersangkut paut 
dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan sosiologis ialah pendekatan 
yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu 
bekerja di dalam masyarakat, atau bagaimana penerapan aturan perundang-undangan 
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dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini dikonstruksi sebagai sesuatu perilaku 
masyarakat yang terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial.5 
C.  Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah 50 orantg yang menjadi responden 
dalam penelitian ini yang terdiri atas Kepala Kecamatan Binuang dan Sekcam, 
Kepala Desa dan Sekdes, 10 orang anggota BPD dan 37 orang masyarakat Desa Rea. 
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 
sekunder.   
Data primer sebagai data utama, diperoleh dengan melalui angket dengan 50 
responden dan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan untuk 
mendalami hal-hal yang belum terungkap melalui angket. Sedangkan data sekunder 
yang merupakan data pelengkap atau data pendukung  terhadap data primer meliputi : 
gambaran umum lokasi penelitian, jumlah dan nama anggota BPD, truktur Desa Rea, 
dan lain-lain yang terkait dan sangat membangun penelitian ini.  
D.   Teknik Pengumpulan Data 
Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, peneliti 
mempergunakan instrumen pengumpulan data yaitu : 
1. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan 
mengenai implementasi atau pelaksanaan dari fungsi BPD dalam mendorong 
pembangunan Desa Rea Kecamatan Binuang. 
                                                          
5
 Salim HS dan Erlies SeptianaNurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penulisan Skripsi, 
Tesis dan Disertasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 23. 
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2. Angket, yaitu membagikan beberapa pertanyaan kepada responden yang 
dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban. Responden diminta untuk 
memilih salah satu di antara jawaban yang tersedia yang responden anggap paling 
tepat dengan pertanyaan yang ada terkait masalah yang diteliti.  
3.  Wawancara (interview), yaitu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data 
atau informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan sesuai 
dengan data yang diperlukan dan sangat membangun penelitian. Untuk 
memudahkan pelaksanaannya, maka digunakan pedoman wawancara (interview 
guide). 
4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang 
berhubungan dan sangat membangun penelitian ini yang diambil dari Kantor 
Desa Rea. Data bersifat teoretis dan peraturan perunang-undangan diperoleh 
melalui literatur seperti buku, jurnal hukum, majalah, maupun internet. 
E.  Teknik Analisis Data 
Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang 
dianggap sangat membangun penelitian ini, khususnya mengenai pelaksanaan fungsi 
BPD dalam mendorong pembangunan di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten 






HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam 
mendorong pembangunan di Desa Rea Kecamatan Binuang 
 
 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 
1 poin 4 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Selanjutnya Pasal 55 undang-undang 
tersebut menyebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi: (1) membahas dan 
menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa/fungsi legislasi; 
(2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan (3) melakukan 
pengawasan kinerja kepada desa. Menurut Abdul Rahman Kanang, bahwa: 
“Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 
fungsi BPD ada empat yaitu: (1) fungsi untuk mengayomi tradisi dan 
budaya yang ada dalam masyarakat/fungsi pengayoman; (2) membahas dan 
menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa/fungsi 
legislasi; (3) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa/fungsi 
refresentasi; dan (4) melakukan pengawasan kinerja kepada desa/fungsi 
pengawasan. Namun setelah berlakunya UU. Nomor 6 Tahun 2014, maka 
fungsi pengayoman tidak lagi terdapat dalam salah satu fungsi BPD 
tersebut.1  
1. Pelaksanaan fungsi legislasi. 
Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa 
Rea Kecamatan Binuang Kabaputen Polewali Mandar dalam menunjang 
                                                 
1
 Abdul Rahman Kanang, Dosen Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar, 






pembangunan, maka indikator yang digunakan adalah aktifitas anggota BPD 
pada perumusan dan pembahasan peraturan-peraturan desa.   
Tabel 1.  Tanggapan responden terhadap fungsi legislasi 
BPD dalam menunjang pembangunan, Juli 2017 
 
No. Tanggapan Responden Frekuensi 








  3 
  2 
90 
  6 
  4 
Jumlah 50 100,00 
   Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2017 
Tabel 1 menunjukkan 45 atau 90% responden menjawab Ya bahwa 
pelaksanaan fungsi legislasi BPD sangat menunjang pembangunan di Desa Rea 
Kecamatan Binuang Kabaputen Polewali Mandar, khususnya dalam menyusun 
aturan-aturan yang relevan dengan pembangunan desa seta 3 atau 6% responden 
menjawab Tidak dan 2 atau 4% menjawab Ragu-ragu. Menurut Abd. Kadir2 
bahwa: 
“Fungsi legislasi BPD (bersama-sama Kepala Desa membuat aturan-aturan 
desa) adalah fungsi BPD sangat menentukan pembangunan Desa, karena 
aturan yang telah dibuat tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan 
pembangunan”.  
 
Dan menurut penulis bahwa : “Fungsi legislasi oleh BPD sangat berpengaruh 
terhadap pembangunan dikarenakan dengan adanya regulasi yang jelas terkait 
hal-hal yang menunjang kemajuan pembangunan akan menjadi tolok ukur 
tertulis serta menjadi pengawas tertulis terhadap meraka yang menjadi pelaksana 
dalam pembangunan desa”.  
Mengenai tanggapan responden terhadap pelaksanaan fungsi BPD dalam 
penerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat disajikan pada tabel 2.  
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Table 2. Tanggapan responden mengenai fungsi BPD dalam  
 menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
 
No. Tanggapan Responden Frekuensi 













Jumlah 50 100,00 
  Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2017 
Data pada tabel 2 menunjukkan bawa 31 atau 62% responden menjawab 
Ya, 13 atau 26% menjawab Tidak dan 6 atau 21% yang Ragu-ragu. 
Bervariasinya jawaban dari respoden tersebut di atas disebabkan oleh 
penilaian mereka terhadap tingkat keaktifan anggota BPD dalam melaksanakan 
fungsinya sebagai pembuat aturan pemerintahan di desa serta pelaksanaan fungsi 
pengawasan dan fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. 
Walaupun sudah tidak terdapat fungsi pengayoman pada fungsi BPD, 
tetapi di Desa Rea masih menjunjung tinggi adat istiadat sehingga BPD masih 
membantu masyarakat dalam melestarikan dan menjaga adat istiadat desa. 
Indikator yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pengayoman BPD di Desa Rea 
Kecamatan Binuang yaitu aktivitas anggota BPD dalam mengayomi tradisi dan 
budaya yang ada dalam masyarakat, seperti budaya sipakatau, budaya siri’ 









Pelaksanaan fungsi penagayoman BPD tersebut selanjutnya disajikan 
pada tabel 3. 
Tabel 3.  Tanggapan responden terhadap fungsi BPD  
dalam mengayomi adat istiadat, Juli 2017 
 
No. Tanggapan Responden Frekuensi 













Jumlah 50 100,00 
  Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2017 
 Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa 11 atau 22% responden yang 
menjawab bahwa BPD tidak pernah melaksanakan tugasnya dalam mengayomi 
adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 34 atau 68% yang 
mengatakan BPD aktif dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengayom adat 
istiadat. Tidak berjalannya fungsi pengayoman tersebut menurut H. Saraila3  
disebabkan karena: 
“Banyaknya anggota BPD yang tidak mengenatui tradisi dan budaya yang 
harus tetap dijaga tersebut, bahkan ada di antaranya yang tidak mengetahui 
fungsinya sebagai pengayom masyarakat”.  
2. Pelaksanaan fungsi pengawasan serta penampung dan penyalur 
aspirasi masyarakat. 
Indikator yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi 
pengawasan BPD di Desa Rea Desa Rea Kecamatan Binuang adalah aktifitas 
anggota BPD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), hal ini  disajikan pada tabel 4. 
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Tabel 4.  Tanggapan responden terhadap pelaksanaan fungsi   
 pengawasan BPD, Juli 2017 
 
No. Tanggapan Responden Frekuensi 








  4 




Jumlah 50 100,00 
  Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2017 
Tabel 4 menunjukkan bahwa 43 orang atau 86% responden yang 
menjawab bahwa anggota BPD aktif dalam melaksanakan fungsinya sebagai 
pengawas atas kebijakan yang dibebankan kepada kepala desa, sedangkan 4 
orang atau 8% yang menjawab tidak, dan 3 orang atau 6% yang mengatakan 
bahwa anggota BPD kurang/kadang-kadang aktif melaksanakan fungsinya 
sebagai pengawas atas kebijakan yang dibebankan kepada kepala desa. 
Tanggapan responden terhadap pelaksanaan fungsi BPD yang terdiri atas 
fungsi pengayoman, legislasi, pengawasan, dan fungsi penampung dan penyalur 
aspirasi masyarakat seperti terlihat pada uraian sebelumnya menunjukkan bahwa 
mayoritas responden yang mengatakan bahwa anggota BPD aktif dalam 
melaksanakan fungsinya di Desa Rea Kecamatan Binuang, sedangkan 
selebihnya mengatakan kurang atau kadang-kadang aktif. 
 Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas anggota BPD di Desa Rea 




serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap lembaga tersebut. Hal ini sejalan 
dengan ungkapan Ahmad Amiruddin4 yang mengatakan bahwa: 
“Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabaputen 
Polewali Mandar dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh 
tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas 
tersebut, meskipun sebagaian anggota BPD menilai bahwa sarana dan 
prasarana yang ada belum memadai, tetapi sarana tersebut sangat 
menunjang jika dioptimalkan fungsinya. Selain itu, adanya kerjasama yang 
baik dikalangan anggota BPD”.  
Sedangkan Abd. Kadir5 mengatakan bahwa: 
“Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Rea Kecamatan Binuang berjalan dengan 
baik karena adanya dukungan dari masyarakat, artinya masyarakat 
memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kebijakan BPD, seperti gotong 
royong. Pelaksanaan peran dan fungsi BPD juga dapat berjalan dengan baik 
apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, kelancaran 
tunjangan, serta pendidikan dan keterampilan anggota BPD”. 
 Sementara Abdul Madjid6 menilai bahwa: 
“Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Rea Kecamatan Binuang belum berjalan 
secara efektif. Hal ini disebabkan antara lain karena pola rekrutmen anggota 
BPD tidak didasarkan pada pengetahuan calon anggota BPD terhadap 
fungsinya, sehingga tidak aktifnya beberapa anggota BPD dalam 
melaksanakan fungsinya disebabkan karena kekurangmengertian mereka 
mengenai tugasnya. Bahkan tidak jarang pemilihan anggota BPD didasarkan 
kepada usulan Kepala Desa”. 
Adanya sebagian anggota BPD yang tidak melaksanakan peran dan 
fungsinya dengan baik menurut Abd. Hakim disebabkan karena sebagian besar 
anggota BPD belum memahami peran dan fungsinya, karena tidak didukung 
oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, serta peraturan daerah 
(PERDA) tentang BPD kurang jelas dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan 
tugas dan fungsi BPD sangat sedikit. 
                                                 
4
 Ahmad Amiruddin, Anggota BPD, Wawancara tanggal 2 Agustus 2017. 
5
 Abd. Kadir, Anggota BPD, Wawancara tanggal 3 Agustus 2017. 
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 Sementara Abd. Madjid7 mengatakan bahwa: 
“Kurang efektifnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD disebabkan karena 
kurangnya kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa, dan program 
pemerintah yang dijalankan oleh Kepala Desa tidak berjalan sesuai yang 
diharapkan, serta adanya kontra antara pihak masyarakat dengan Kepala 
Desa. Di sisi lain, kurang efektifnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD di 
Desa Rea Kecamatan Binuang disebabkan karena kurangnya fasilitas 
transportasi yang menghubungkan antara satu dusun dengan dusun lainnya”.  
 Sedangkan Kepala Kecamatan Binuang Budianty Bestari8 mengatakan 
bahwa: 
“Pelaksanaan fungsi BPD tidak berjalan efektif disebabkan karena SDM 
anggota BPD terbatas, seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan 
teknis tentang penyusunan peraturan desa serta orientasi tugas. Hal ini 
antara lain disebabkan karena pengangkatan anggota BPD tidak disesuaikan 
dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang akan diemban oleh 
BPD sebagai lembaga legislatif Desa”. 
 Lain halnya dengan ungkapan Junaedi9 yang mengatakan bahwa: 
“Pelaksanaan peran dan fungsi BPD tidak berjalan efektif karena BPD 
adalah lembaga yang diisi oleh orang-orang yang kurang intelek, sehingga 
fungsi BPD belum begitu dikenal di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, 
karena pemerintah belum mampu menberikan anggaran tetap untuk 
kesejahteraan dan biaya operasional anggota BPD, serta belum adanya 
sarana pendukung berupa kantor”. 
 Adapun penilaian dari Kepala Dusun Rea Timur seperti yang 
diungkapkan oleh Tamrin10, bahwa: 
“Pelaksanaan peran dan fungsi BPD kurang berjalan secara efektif karena 
kurangnya koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa setempat, kurangnya 
kerjasama anggota BPD dengan masyarakat, dan kurangnya kepedulian 
terhadap masyarakat kecil”.  
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 Abd. Madjid, Tokoh Masyarakat, wawancara tanggal 3 Agustus 2017. 
8
 Budianty Bestari, Kepala Kecamatan Binuang, Wawancara, tanggal 4 Agustus 2017. 
9
 Juanedi, Plt. Kepala Desa Rea, Wawancara tanggal 4 Agustus 2017. 
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 Hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut di atas 
menunjukkan bahwa pelaksanaan peran fungsi BPD di Desa Rea Kecamatan 
Binuang Kabaputen Polewali Mandar masih perlu ditingkatkan, agar otonomi 
desa serta pelaksanaan pembangunan dapat terwujud sebagaimana yang 
diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa.  
 Menurut A. Ruslan Idrus,11 bahwa kedudukan BPD dalam proses 
pembangunan di desa sangat menentukan, karena BPD adalah lembaga 
perwakilan yang menjadi refresentasi dari seluruh masyarakat di desa. Lebih 
lanjut Junaedi, mengemukakan bahwa BPD dibentuk di desa sebagai wahana 
dalam membuat peraturan desa, dan berfungsi serta sebagai mitra kerja 
pemerintah desa. Dengan adanya otonomi desa, maka desa berhak membuat 
APBD atau mengurus rumah tangganya sendiri. BPD sebagai mitra pemerintah 
desa dalam pelaksanaan otonomi desa kadangkala tidak melaksanakan peran dan 
fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena BPD 
sering menganggap bahwa dirinya yang menentukan segala kebijakan yang akan 
dilaksanakan kepala desa. 
 BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan otonomi desa, 
BPD diharapkan dapat membantu kepala desa untuk memikirkan agar kehidupan 
masyarakat bisa lebih baik dalam segala segi. Kedudukan BPD dalam 
pelaksanaan otonomi desa merupakan parner pemerintah desa dan juga sebagai 
unsur pengawas dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kedudukan BPD dalam 
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pelaksanaan otonomi desa sangat membantu masyarakat terutama dalam 
pemilihan kepala desa secara bebas, langsung dan rahasia, serta mengawasi 
kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.  
Dengan adanya BPD tersebut, maka desa dapat menyusun program 
sendiri sesuai kebutuhan desanya masing-masing, dan kepala desa tidak bisa 
sewenang-wenang sebab kepala desa harus memberikan laporan 
pertanggungjawaban kepada BPD setiap tahun. BPD sebagai mitra pemerintah 
desa, eksistensinya sangat menentukan dalam pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.       
B. Penjabaran Mekanisme Kerja BPD dalam Melaksanakan Fungsinya di 
Desa Rea Kecamatan Binuang Kabaputen Polewali Mandar 
 
1. Penjabaran mekanisme kerja antara BPD dengan kepala desa. 
 
 Yang dimaksud mekanisme kerja antara BPD dengan pemerintah desa 
(kepala desa) adalah hubungan kerja yang terdiri dari: 1) hubungan 
pertanggungjawaban, di mana pemerintah desa (kepala desa) meberikan 
pertanggungjawaban atas kinerja yang diberikan; 2) hubungan konsultasi dan 
kerjasama, dimana pemerintah desa dapat melakukan konsultasi dan kerjasama 
dengan BPD; 3) hubungan kerja dalam membuat ketetapan bersama di desa, dan 
membuat peraturan desa; 4) hubungan kontrol, yaitu BPD melakukan kontrol 
atas kinerja pemerintah. Untuk lebih jelasnya gambaran mekanisme kerja BPD 
dalam melaksanakan fungsinya di Desa Rea Kecamatan Binuang dapat dilihat 
dalam tabel 5. 
Tabel 5. Tanggapan responden terhadap mekanisme  





No. Tanggapan Responden Frekuensi 








  4 
20 
52 
  8 
40 
Jumlah 50 100,00 
  Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2017 
Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa 26 orang atau 52% responden yang 
mengatakan bahwa pelaksanaan mekanisme kerja (hubungan kerja) antara BPD 
dengan kepala desa berjalan efektif, sedangkan 4 orang atau 8% yang menjawab 
tidak, dan selebihnya yaitu sebanyak 20 orang atau 40% menjawab tidak tahu.  
Adapun indikator penilaian dalam hal ini adalah laporan dalam 
pertanggungjawaban kerja yang diberikan kepala desa berupa wujud 
pembangunan fisik yang telah dilaksanakan. Sedangkan hubungan konsultasi 
dan kerja sama antara BPD dengan Kepala Desa Rea indikatornya adalah pada 
intensitas konsultasi dan kerjasama BPD dengan kepala desa. 
Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa 52% responden yang mengatakan 
hubungan konsultasi dan kerjasama BPD dengan kepala desa berjalan lancar, 
sedangkan 8% yang menjawab tidak lancar, dan selebihnya yaitu sebanyak 40% 
menjawab tidak tahu mengenai efektivitas hubungan konsultasi dan kerjasama 









Tabel 6.  Tanggapan respoden terhadap lancarnya  
Hubungan konsultasi dan kerja sama  
kepala desa dengan BPD, Juli 2017 
 
No. Tanggapan Responden Frekuensi 








  4  
20 
52 
  8 
40 
Jumlah 50 100,00 
  Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2017 
 Menurut Junaedi bahwa “Sebelum mengambil kebijakan mengenai 
pembangunan desa dan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan 
masyarakat, Kepala Desa biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan BPD”.12 
Adapun hubungan kontrol BPD terhadap kinerja kepala desa serta penggunaan 
APBD oleh Kepala Desa disajikan pada tabel 7. 
Tabel 7. Tanggapan responden mengenai hubungan kontrol 
 BPD terhadap kinerja kepala desa, Juli 2017 
 
No. Tanggapan Responden Frekuensi 













Jumlah 50 100,00 
  Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2017 
 Data pada tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas atau 68% responden 
yang menjawab bahwa kontrol BPD terhadap kinerja kepala desa dan 
penggunaan APBD berjalan efektif, 16% yang menjawab tidak, sedangkan 
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selebihnya yaitu sebanyak 26% menjawab bahwa kontrol tersebut kadang-
kadang saja berjalan. 
2. Penjabaran mekanisme kerja antara pemerintahan (kepala desa dan 
BPD) dengan masyarakat. 
                     
Hubungan kerja antar pemerintahan (kepala desa dan BPD) dengan 
masyarakat, meliputi: 1) hubungan aspirasi, yaitu masyarakat menyampaikan 
aspirasi, baik melalui BPD maupun Kepala Desa; 2) hubungan kontrol, yaitu 
masyarakat mengontrol kinerja pemerintahan yang ada; 3) hubungan 
pertanggungjawaban, dimana badan-badan yang ada melakukan pertanggung-
jawaban atas apa yang dilakukan. Secara umum, mekanisme (hubungan) kerja 
antara BPD dengan masyarakat disajikan pada tabel 8.  
Tabel 8. Tanggapan responden terhadap mekanisme kerja  
         antara BPD dengan masyarakat, Juli 2017 
 
No. Tanggapan Responden Frekuensi 








  5 
  2 
86 
10 
  4 
Jumlah 50 100,00 
  Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2017 
 Data pada tabel 8 menunjukkan  bahwa 86% responden yang menjawab 
bahwa penjabaran mekanisme kerja antara BPD dengan masyarakat berjalan 
baik, 10% yang menjawab bahwa penjabaran mekanisme kerja tersebut tidak 
berjalan sesuai yang diharapkan, sedangkan yang menjawab kadang-kadang 
sebanyak 4%. Mekanisme kerja antara BPD dengan masyarakat adalah aktivitas 




oleh masyarakat kepada instansi yang ditujukan aspirasi tersebut. Hubungan 
kerja antara Kepala Desa dengan masyarakat disajikan pada table 9. 
Tabel 9. Tanggapan responden terhadap hubungan kerja   
       Kepala Desa dengan masyarakat, Juli 2017 
 
No. Tanggapan Responden Frekuensi 








  7 




Jumlah 50 100,00 
  Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2017 
Data pada tabel 9 menunjukkan bahwa sebanyak 82% atau 41 orang 
rersponden yang menjawab bahwa anggota BPD aktif dalam menerima dan 
menindaklanjuti aspirasi masyarakat, 14% yang menjawab tidak, dan 4% yang 
menjawab tidak tahu.  
 Hubungan kontrol antara Kepala Desa dengan masyarakat indikator 
penilaiannya adalah intensitas masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap 
aktivitas Kepala Desa dalam pembangunan, serta kemauan (political will) 













Tabel 10.  Tanggapan responden terhadap kontrol BPD  
terhadap kinerja pemerintah, Juli 2017  
 
No. Tanggapan Responden Frekuensi 








  7 




Jumlah 50 100,00 
  Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2017 
 Data pada tabel 10 di atas menunjukkan bahwa 86% responden yang 
menjawab kontrol yang dilakukan masyarakat terhadap kinerja pemerintah  
berjalan aktif, dan 14% menjawab bahwa kontrol yang dilakukan terhadap 
kinerja pemerintah tidak berjalan. Adapun hubungan pertanggungjawaban antara 
pemerintah dengan masyarakat dengan indikator aktivitas BPD dan Kepala Desa 
dalam proses pembangunan, disajikan pada tabel 11.  
Tabel 11. Tanggapan responden terhadap hubungan  
 pertanggungjawaban antar pemerintah dengan  
    masyarakat, Juli 2017 
 
No. Tanggapan Responden Frekuensi 













Jumlah 50 100,00 
Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2017 
 Tabel 11 menunjukkan bahwa 28 orang atau 56% responden yang 
menjawab hubungan pertanggungjawaban antar pemerintah (kepala desa dan 




menjawab tidak efektif, sedangkan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 5 
orang atau 10%.  
Dengan demikian dapat diketahui bahwa penjabaran mekanisme 
(hubungan) kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan 
peran fungsinya di Desa Rea Kecamatan Binuang berjalan baik, baik hubungan 
kerja dengan pemerintah, maupun hubungan kerja antara BPD dengan 
pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, adanya penilaian dari sebahagian 
responden yang mengatakan bahwa kinerja BPD tidak berjalan efektif, 
menunjukkan bahwa pelaksanaan peran dan fungsi BPD di Desa Rea Kecamatan 
Binuang tersebut masih perlu ditingkatkan. 
 Menurut Zulkifli13 bahwa hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa 
sering terhambat, karena adanya arogansi dari Kepala Desa yang tidak mau 
diatur, demikian pula sebaliknya anggota BPD sering menganggap lembaganya 
dapat berbuat apa saja terhadap keberadaan Kepala Desa. 
 Hal ini juga disampikan oleh Hasan Bado14 yang mengatakan bahwa 
hubungan kerja antara BPD dengan Kepala desa kurang berjalan efektif karena 
adanya sikap feodalisme kepala desa yang maunya menang sendiri. Sementara 
hubungan kerja antara pemerintah dengan masyarakat kurang kondusif karena 
masyarakat belum mengetahui secara seksama fungsi dari lembaga BPD. 
 Di sisi lain Hasan Bado, yang juga mantan anggota DPRD Provinsi 
Sulawesi Barat menilai bahwa bahwa hubungan kerja antara lembaga-lembaga 
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 Zulkifli, Kepala Dusun Rea Kontara II, Tokoh Masyarakat, Wawancara tanggal 4 
Agustus 2017. 
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yang ada di desa di Desa Rea Kecamatan Binuang belum berjalan secra 
maksimal karena lembag-lembaga tersebut masih baru, dan masih mencari 
bentuk, sehingga para anggota BPD masih perlu diberikan pembekalan tentang 
eksistensi BPD itu sendiri, serta memberikan pengertian pada masyarakat akan 
arti penting keberadaan BPD ditengah-tengah masayarakat. 
C. Faktor yang Menghambat Efektivitas Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa 
Rea Kecamatan Binuang Kabaputen Polewali Mandar 
 
 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi, lembaga 
budgeting dan lembaga pengawasan desa, dalam menjalankan fungsinya di Desa 
Rea Kecamatan Binuang Kabaputen Polewali Mandar, dipengaruhi oleh 
beberapa faktor sebagai penghambat efektivitas fungsi BPD, yaitu: 1) tingkat 
pendidikan; 2) ekonomi; 3) sarana dan prasarana; 4) partisifasi masyarakat; serta 
5) lingkungan.    
1. Tingkat pendidikan. 
 Pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikan formal anggota 
BPD di Desa Rea Kecamatan Binuang, yang merupakan faktor penunjang dalam 
menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. 
 Dalam Pasal 7 (d) PERDA Kabupaten Polman No. 34 Tahun 2015 
dinyatakan bahwa tingkat pendidikan anggota BPD adalah sekurang-kurangnya 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat yang dibuktikan 




  Untuk lebih jelasnya tentang tingkat pendidikan anggota BPD di Desa 
Rea Kecamatan Binuang Kabaputen Polewali Mandar disakjikan pada tabel 12 
sebagai berikut. 
Tabel 12. Tingkat pendidikan formal anggota BPD 
                    di Desa Rea Kecamatan Binuang, Juli 2017  
 
No. Tingkat Pendidikan Frekuensi 

















Jumlah 46 100,00 
  Sumber: Kantor Desa Rea Kecamatan Binuang tahun 2017 
Tabel 12 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota BPD di Desa 
Rea Kecamatan Binuang Kabaputen Polewali Mandar adalah sebagian besar 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yaitu sebanyak 34 Orang atau 74%, 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 5 orang atau 11%, Diploma 
(Sarjana Muda) sebanyak 5 orang atau 11%, dan sisanya Sarjana (Sarjana S1) 
yaitu hanya sebanyak 2 orang atau 4% dari semua anggota BPD.  
Dengan rendahnya tingkat pendidikan anggota BPD seperti terlihat pada 
tabel tersebut di atas, maka tidak mengherankan jika pemahaman mereka 
mengenai tugas, fungsi dan perannya masih rendah, karena secara teoretis 
bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi profesionalisme seseorang 





2). Ekonomi (gaji). 
 Gaji yang dimaksud dalam hal ini adalah besarnya honor yang diterima 
oleh anggota BPD dalam menjalankan tugasnya setiap bulan. Dalam Pasal 15 
ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Polman No. 34 Tahun 2015, 
dijelaskan tentang keuangan BPD yaitu: 1) Anggota BPD berhak menerima uang 
sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa; 2) biaya sebagaimana 
dimaksud ayat 1, ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBD); 3) kedudukan keuangan BPD diatur dalam Peraturan 
Desa. Karena tidak adanya ketetapan mengenai jumlah gaji yang berhak 
diterima oleh anggota BPD setiap bulan, maka untuk mengetahui besaran gaji 
para anggota maka ditanyakan melalui angket, yang hasilnya sebagai berikut. 
Tabel 13.  Tingkat pendapatan/gaji anggota BPD perbulan  
           di Desa Rea Kecamatan Binuang, Juli 2017 
 
No. Tingkat Pendapatan Frekuensi 




Kurang dari Rp. 200.000 
Rp. 200.000 ke atas 
Tidak tetap 
  43 
  - 




Jumlah 46 100,00 
  Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2017 
3). Sarana dan prasarana. 
 Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan oleh anggota BPD dalam 
melaksanakan fungsinya, seperti kantor, kendaraan bermotor, mesin ketik dan 




Tabel 14. Kelengkapan sarana bagi anggota BPD dalam  
                 melaksanakan Fungsi dan perannya, Juli 2017 
 
No. Tanggapan Responden Frekuensi 













Jumlah 46 100,00 
  Sumber: Hasil angket yang diolah, Juli 2017 
Tabel 14 menunjukkan bahwa 4 orang atau 9% anggota BPD yang 
mengatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam menjalankan peran 
BPD sudah cukup memadai, hanya saja ketersediaan sarana dan prasarana 
tersebut tidak diikuti oleh kemauan yang tinggi dari semua anggota BPD untuk 
menjalankan perannya secara optimal. Sedangkan 42 orang atau 91% di 
antaranya yang mengatakan bahwa tidak efektifnya pelaksanaan peran dan 
fungsi BPD disebabkan karena tidak tersedianya sarana dan prasarana yang 
memadai. 
4). Partisipasi masyarakat. 
 Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah adanya kontribusi atau 
sikap mendukung dari anggota masyarakat baik fisik maupun non-fisik yang 
dapat membantu pelaksanaan fungsi BPD yang ditujukan  dengan adanya 
keterlibatan  (partisipasi) aktif masyarakat, dengan indikator pada aktivitas 
masyarakat dalam memberikan kontribusi pemikiran serta pro aktif dalam setiap 
kegiatan BPD. Mengenai partisipasi masyarakat tersebut disajikan pada tabel 15. 




Tabel 15. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi BPD 
                 di Desa Rea Kecamatan Binuang, Juli 2017 
 
No. Tanggapan Responden Frekuensi 








  4 




Jumlah 50 100,00 
  Sumber: Hasil angket yang diolah tahun 2017 
 
Tabel 15 menunjukkan bahwa dari 50 orang responden, 39 orang atau 78% 
responden yang menjawab masyarakat aktif dalam membantu pelaksanaan 
fungsi BPD, sedangkan 4 orang atau 8% yang menjawab bahwa masyarakat 
kurang pro-aktif dalam setiap kegiatan BPD, dan 7 orang atau 14% di antaranya 
yang menjawab bahwa masyarakat kadang-kadang saja pro-aktif memberikan 
kontribusi dalam pelaksanaan fungsi BPD. 
 
5). Lingkungan. 
 Lingkungan adalah keadaan wilayah (desa) yang merupakan area tugas 
BPD dalam melaksanakan fungsinya, seperti tingkat keamanan dan stabilitas 
politik. Hal tersebut, dapat dilihat pada tabel 16. 
Tabel 16. Tanggapan responden terhadap stabilitas lingkungan  
 di Desa Rea Kecamatan Binuang, Juli 2017 
 
No. Tanggapan Responden Frekuensi 
Absolut  Relatif 
1. 
2. 
Aman dan stabil 





Jumlah 50 100,00 




Tabel 16 menunjukkan bahwa sebanyak 33 orang atau 66% responden 
yang menjawab bahwa stabilitas lingkungan (keamanan) di Desa Rea 
Kecamatan Binuang cukup kondusif, sedangkan 17 orang atau 34% responden 
yang menjawab bahwa keamanan lingkungan di Desa Rea Kecamatan Binuang 
cukup kondusif, namun stabilitas politik tidak kondusif terutama di antara para 
perangkat desa. 
 Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas dapat diketahui, bahwa 
tingkat pendidikan, ekonomi (pendapatan), sarana dan prasarana, partisifasi 
masyarakat, serta keamanan lingkungan dan stabilitas politik merupakan bagian 
integral yang dapat mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi BPD di Desa 
Rea Kecamatan Binuang Kabaputen Polewali Mandar.  
Dari uaraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa secara konkrit, 
efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi BPD di Desa Rea Kecamatan Binuang 
Kabaputen Polewali Mandar sangat dipengaruhi oleh kurangnya sarana dan 
prasarana, tunjangan yang tidak jelas, pendidikan dan keterampilan para anggota 
BPD yang relatif masih rendah di mana masih adanya pengurus BPD yang 
belum mengetahui perannya  karena pengetahuannya yang terbatas, kurangnya 
koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat. 
Budianty Bestari15 mengatakan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa 
Rea Kecamatan Binuang tidak efektif karena tidak adanya sarana dan prasarana 
yang disiapkan Pemda untuk pelaksanaan peran dan fungsi BPD tersebut, di 
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samping tingkat pendidikan yang masih rendah, serta honor bagi anggota BPD 
yang tidak ada.  
 Dengan menyadari beberapa faktor tersebut di atas, Kepala Kematan 
Binuang mengemukakan bahwa: 
“Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan 
fungsi BPD di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabaputen Polewali Mandar 
adalah peningkatan kualitas pendidikan, pemberian honor tetap dan 
memadai kepada anggota BPD, peningkatan kualitas keagamaan, 
kelengkapan sarana dan prasarana, serta partisipasi aktif anggota 
masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah perlu membuat peraturan 
desa yang lebih proporsional sesuai dengan tuntutan zaman, pelatihan 
anggota BPD, bantuan pasilitas/sarana dan prasarana, serta biaya 
operasional melalui APBD”.16 
 Di samping itu perlu peningkatan SDM bagi anggota BPD agar Badan 
Legislasi Desa tersebut mampu melihat sumber daya atau aset desa yang dapat 
menambah APBD, dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya kerjasama 
antara Kepala Desa dengan anggota BPD dalam menjalankan roda pemerintahan 
di desa. 
                                                 
16






A.  Kesimpulan 
1. Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Rea Kecamatan Binuang yang terdiri atas 
fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi pengayoman, penampung dan 
penyalur aspirasi perlu ditingkatkan sehingga bisa semakin maju kedepannya, 
berhubung BPD merupakan lembaga yang sangat vital dalam mendorong 
pembangunan di Desa Rea Kecamatan Binuang. 
2. Mekanisme (hubungan) kerja BPD dengan pemerintah desa (Kepala Desa Rea) 
dalam melaksanakan fungsinya, baik terhadap pemerintah secara langsung 
maupun terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan sesuai yang diharapkan 
sehingga penjabaran dari mekanisme tersebut masih perlu ditingkatkan, dimana 
komponen-komponen yang ada belum mampu berbuat maksimal. 
3. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi BPD tersebut 
antara lain: (1) pendidikan; (2) ekonomi (pendapatan); (3) sarana dan 
prasarana/fasilitas; (4) partisipasi masyarakat; serta (5) kondisi keamanan dan 









B.  Implikasi Penelitian 
 Mencermati pelaksanaan peran dan fungsi BPD di Desa Rea Kecamatan 
Binuang yang belum berjalan secara efektif, maka disarankan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Perlu peningkatan SDM bagi anggota BPD, baik melalui pendidikan formal 
maupun non formal serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai 
dalam menunjang pelaksanaan peran dan fungsi BPD. 
2. Pemerintah daerah harus membuat aturan yang jelas dan tegas menyangkut 
integritas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kewenangannya agar tidak 
terjadi kesewenangan maupun konflik dengan Kepala Desa serta adanya 
penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan BPD dan 
fungsinya dalam mendorong pembangunan desa. 
3. Kepala desa harus meningkatkan kerjasama dengan BPD, agar proses 
pembangunan di desa berjalan lancar dan masyarakat diharapkan memberikan 
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